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BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 18 tnnUN ZOr r

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMTURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI

DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATIWONOSOBO,
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian
Nomor Z?lPermentan/SR.1 30nn0'11 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2011, maka perlu menyesuaikan
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HEI) Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Kabupaten
Wonosobo;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 201 1 Kabupaten Wonosobo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3478);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun zA04 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4411',t;

4.
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s. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2404 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuplik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

o. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Z0A4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4438);

z. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor M, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

9. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4A7q;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

tt. Keputusan Presiden NomorTT Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

rz. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor
634/PMM fl(repl9B$M tentang ketentuan Dan Tata Cara
Pengawasan Barang atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;

ts. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237lKptslOT.210l42003
tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan
Penggunaan Pupuk An-Organik;

t+. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/4T.214W2003
tentang Pedoman Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

ts. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/Sr.140nl
2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-
Organik;

to. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140141
2A07 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P Dan K Pada Padi
Sawah Spesifik Lokasi;

tz. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12IM-DAG/ PER /6 /
2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-
DAG/PER/212009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 12IM-DAG/PER/612008 tentang
Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian;



Menetapkan
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ts. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2TtPermentan/SR.1 3OtSt
2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah
Tanah;

tg. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.021212010
tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan,
Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsid i Pupuk;

zo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.14$nl
2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2011;

2t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2011;

zz. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2A11 tentang
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Kabupaten
Wonosobo;

MEMUTUSI(AN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECEMN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bercubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 20fi Nomor 13), sehingga
keseluruhan Pasal9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Penyalur di Lini lV yang ditunjuk harus menjual Pupuk

Bersubsidi sesuai dengan HET.
(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan, sebagai berikut :

c.
d.

a. Pupuk Urea
b. Pupuk SP-36

Pupuk ZA
Pupuk NPK

Pupuk Urea
Pupuk SP-36
Pupuk ZA
Pupuk NPK

= Rp. 1.600,- / kg ;

= Rp. 2.000,- / kg ;

= Rp. 1.400,- / kg ;

= Rp. 2.300,- / kg ;

= Rp. 500,- / kg .

= 50kg;
= 50 kg;
= 50 kg;
= 50 kg atau 20 kg ;

= 40 kg atau 20 kg ;

e. Pupuk Organik
(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayal. (2)

berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak,
pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini lV secara tunai
dalam kemasan, sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.
e. Pupuk Organik



Pasal ll

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI

Wonosobo
19 ApriL 2011

e
H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
padatanggal 20 APrll 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,
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EKO SUTRISNOWIBOIA'O

BERITA DAERAH IGBUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 18
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